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No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw. Sekalipun unsurnya terpenuhi dan 

merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum, namun 

karena alasan dalam undang-undang sehingga menghapuskan 

sifat melawan hukum atas perbuatannya itu dan dijatuhkan 

putusan sebagaimana dalam Pasal 191 KUHAP yang 

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.  

B. Saran 

1. Kedepannya apabila ditemukan kasus serupa, para penegak 

hukum agar lebih jeli dalam menentukan kebenaran atas 

perbuatan itu dan apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan 

sebagai suatu perbuatan dalam rangka membela diri dan unsur 

serta syarat yang diatur dalam undang-undang benar-benar 

terpenuhi, sehingga tidak adanya kekeliruan dalam memutuskan 

kesalahan yang diperbuat itu. 

2. Dalam rangka melihat proses penegakan hukum itu sendiri, 

sangat penting untuk melihat unsur kesalahan para pihak yang 

berseteru sebagaimana pada Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN. 

Sdw yang dianggap sebagai korban pada putusan tersebut 

dapat ditemukan indikasi adanya suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh korban kepada terdakwa yang dapat dijadikan 

oleh penegak hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut 

sebagai bentuk penegakan hukum yang adil. 
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